
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2\

peraturan 
- 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
20 16 tenlang' Pembentulian dan Susunan Perangkat-Daerah'
perlu mem"bentuk Peraturan . 

Bupati tt"tlig 
-^SI"*11ibrganisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungst' serta fata Kerla

ninas eeGrjaan Umum din Penataan Ruang Kabupaten
Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang - Nomor 
- 
7 Tahun 2003 tentang

Pembeitukan kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

Uam,-li''' Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran

tl.gati Republik lndonesia Tahun 20O3 Nomor 27'

Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

427o1;

2

3

4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembeitukan Peraturan Pemndang-undangan
it -br.r., Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

il;;;.- 8r, i?-urtt,..' lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

;;;i.i;c; (rc"mbaran Negara Republik 
-lndonesia 

Tahun

ziii+ NZ-"i 6, Tambaharn Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

ii-.ri'","rt"" Daerah (trmbaran Negara 
. 
Republik

i"a."""i" Tahun 2014 Nomor 244' Tatnbahan- Lembaran
^i'.gJ R.p"biik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

ir"J".tg *"*or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

At"" ti"a""g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

p."d"i"f."" oaer"ah (kmbaran Negara Republik

i;;;;-; i^hr., 2oL5 Nomor 58' Tambahan l-embaran

iO"**" Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

AdministrasiPemerintahan(lembaranNegaraRepublik
il;;** Tahun 2o14 Nomor 292' Tarnbahan lrmbaran

iO"*." Republik Indonesia Nomor 56O1);
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Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Iembaran Daerah l(abupaten Luwu
Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah l(abupaten Luwu Timur Nomor lO3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan \lrusan pemerintahal

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaaa r._,ir"un
pemerintahan yang merjadi kewenangan daerah oio.rom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Luw, Timur.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
7- Dinas adalah Dinas Pekery'aa, Umum dan penataan Ruang Kabupaten

Luwu Timur.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pekerjaan Umum dan penataan
Ruang Kabupaten Luwu Timur.

9.sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat spAM adalah
Sistem Penyediaan Air Minum.

1o. Penyehatan Lingkungan permukiman yang selanjutnya disingkat pl-p
adalah Penyehatan Lingkungan permukiman.

11. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekeq'aan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
13. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabata.n. 
-
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang'

(11 Susunan Organisast

terdiri atas :

I [:r:?;,]:?;.ai.i,,,"," i.'i"[u"g*" l,'^:::;:ffill;", Subbagian Keual

i. BLililE; umum"dan KePegawaran'

' 
I l=E it[#g*iln-* **x+;^ ^:3. Seksi OPerasr di

o. ;ia"";bT" *^:ii',T'j;ll il,T;"=' Bina Marsa;
1. Seksi Perencan:
2. Seksi Pembangunan Jalan Jembatan; dan

3. Seksi Preservasi Jalan Jembatan'

. t'al"* 
"sa 

Konstruksi' terdiri ulu:'i^,.

1. Seksi Perencanaan Jasa KonstruKst:

2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan; dan

5. s"k"i Pemantauan dan Evaluasi'

f. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :

1. Selisi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi'

g. Bidang Cipta KarYa, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya;
2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
3. Seksi Pemeliharaan Sistem penyediaan Air Minum dan penyehatan

Lingkungan permukiman.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dani. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1; te.caltum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan jari pe.atu.an Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN

pasal 3
(1) Dinas peke4'aan Umum 

. dan penataan Ruang merupakan unsurpelaksana urusan pemerintahan -;;T;.rg 
pekerjaan umum danpenataan ruarg yarg menjadi k.*..,"rlg"".,6"..rrr;

'' i#"0".'.?:*J#t:11'Iiu*d pada 
""t 1,1, dipimpin oreh Kepara Dinas

sekretaris Daerah. 
an dan bertanggung lawal t.paaa--""ri,j,_L",r,
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BAB tV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCTAN TUGAS

Bagran Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruanryang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Dinasdalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya
air;

b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina marga;
c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi;
d. perumusaa pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
e. perllmusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
f. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan kesekretariatan yang menunja-ng tugas organisasi;
g. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas

dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai rincian tugai sebagai berikrit :a. menyrlsun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebiijakan serta
menjrusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi
daerah;

b. merumuskan program keda sesuai Rencana Strategis Dinas;
c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup

Dinas;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melar<sanakan
tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup 

*Di.r""; '
f. menyelia pelaksanaan_ tugas pokok organisasi agar berjalan sesuairencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Di.rrs; 

-

g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasiagar senantiasa berjalan optimal;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasasesuai dengan rencana dan taiget yang ditetapkan;
i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,kegiataa, keuangan, ,-r_, p..t..,gffi., dan kepegawaian dalamlingkungan Dinai;
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j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sumber daya air,
bidang bina marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan
bidang cipta karya;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

1. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
izin bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izir,
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam
rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bidang bina
marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan bidang cipta
karya;

menF.rsun laporan hasil pelaksanaa-n tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

q

r

S.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan

m.lak".nak.n penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan

koordinasi peiakianaa., subbagian umum dan kepegawaian'
perencanaan, evaluasi dan keuangan serta memberikan pelayanan

admi.ti"t.^"i dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan
Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2lsekretarisdalammelaksanakantugaspokoksebagaimanadimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

,. p".,l-r"^n t<ebl.lakan teknis, perencanaan' monitoring dan

pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang
perencanaan dan evaluasi; dan

c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi

kegiatan Pada bidang keuangan'

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait penrmusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalarn lingkup Sekretariat;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan
bahan peny'usunan program Dinas;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pertrmusan kebijakan
teknis di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelalsanaan, pengendalian
dan evaluasi penlrusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian
data dan informasi;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatamsaha-an;

m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aparatur;

n.meiaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan asset;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;

p.melaksanakandanmengoordinasikanpelaksanaanurusanrumah
tangga Dinas;

q. melaksanakan
protokoler;

r. melaksanakan

dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan

dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,

Sekretaris dan
sebagai bahan

pemeliharaan dan penghapusan barang;

s. men1rusun laporan hasil pelaksanaan tugas
memberikan saran pertimbangan kepada atasan
perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oieh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

(l) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai
tugas pokok memimpin dan pengumpulan bahan dan mengelola
pen1rusunan perencanaan, penyaj ian data dal penlusunan laporan
kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(21 Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumuszul kebijakan teknis di bidang
perencanaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan daiam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penlrusunan
perencanaan program kegiatan dan anggaran;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan pen5rusunan data dan
informasi statistik pekerjaan umum dan penataan ruang;

h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyrrsunan iaporan
akuntabilitas kinerja Dinas;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan men1rusun rancangan
rencana strategis;

j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Dinas;

k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan
dan anggaran;

L menfapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran;

m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis teknologi informasi;

o. men],ilsun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan
dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijalan; dan

p- melakukal tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaral pelaksanaan tugas.

7



Pasal 7

(t) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll
huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai
tugas pokok memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan
mengelola administrasi keuangan meliputi pen)'usunan anggaran,
penggunaan, pembukuan, pertanggungiawaban dan pelaporan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbagian Keualgan dalam rnelaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tuBas yang
merata;

c. menyelia pelaksalaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjala,n sesuai rencana, tepat waktu, berkua'litas dalam lingkup
Subbagian;

f. melakukan verihkasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang'
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilar lainnya untuk menjadi
bahan proses iebih lanjut;

h. mengoordinasikan dan menyusun kerja szlma anggaran;

i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta
verifi kasi pertanggungjawaban keuangan;

k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

l. menyiapkan bahan dan meny'usun laporan keuangan;

m. men5rusun realisasi perhitungan arrggatalr;

n. mengevaluasi peiaksanaan tugas bendaharawan;

o.mengumpulkanbahan,mengoordinasikandanmenindaklanjuti
laporan hasil Pemeriksaaan;

p. melakukan perratzLan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan

aset;

q. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan- 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
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(1)

(2\

(s)

r. meiakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
urlrsan ketatausahaal, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola
administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian;

c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum
dan kepegawaian; dan

d. pelaksana.an tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengal
tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksalakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be{alan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{Jan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta

administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengeloiaan

perpustakaan;

h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,

kehumasan, dan keProtokolan;

i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah
tangga;

j. mengoordinasikan dan meiakukan pemeliharaan kebersihan dan
pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

k. menyiapkan bahan dan men)'usun rencana kebutuhan'
p.-".1ih..r.^tt dan penghapusan barang,. daftar inventarisasi barang

serta menyusun laporan barang inventaris;

9



l. menyiapkan bahan dan men5rusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan
barang;

n. menyiapkan bahan, mengeloia dan menghimpun daftar hadir
pegawai;

o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai;

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

q. menyiapkan bahan dan menjrusLrn rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting pegawai;

r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :

1. usul kenaikan pangkat;
2. perpindahan;
3. pensiun;
4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
5. kenaikan gaji berkala;
6. cuti;
7. rjin;
8. masa kerja;
9. peralihan status; dan
1O. layanan administrasi kepegawaian lainnya.

s. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dal tanda
jasa pegawai negeri siPil;

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

u. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis
teknologi informasi;

v. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-
undangan di bidang umum dan kepegawaian serta yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Dinas;

w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunart
produk hukum di lingkungan Dinas;

x. men)'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepigawaian 

-dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

(1)

10

Bagian Ketiga

Bidang Sumber DaYa Air

Pasal 9

Bidang Sumber Daya Airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

t.,tof-", dipimpin ol.t ."ot"rtg Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok

memimpin 
-A.t melaksanakan perumusankeb{akan 

- 
teknis'

memberikandukunganataspenyelenggaraanurusanPemerintahan
Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di bidang sumkr daya air berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



12\ Kepa1a Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan eva-luasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi sumber daYa air;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan
sumber daya air;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan
pemeliharaan sumber daYa air; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan'
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan dalam lingkuP bidang;

g. melaksanakan penyusunan rancangan studi kelayakan;

h.melaksanakandanmemberikanbimbingandanbantuanteknis;
i. melaksanakan kesiapan konstruksi;

j. melaksanalan pembinaan pen5rusunan rencana operasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana;

. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;k
l. melaksanakan PenYiaPan

konstruksi;

o. melaksanakan monitoring dan
persiapan Pelaksanaan oPerasi
prasarana;

Irn)rusunan dokumen detail desain

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

pengendalian konstruksi;

n. melaksanakan monitoring dan waluasi pemantauan, evaluasi dan-- 
;.6;; progres dan halil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi;

evaluasi Pelaksanaan Pembinaan
dan pemeliharaan sarana dan

p. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya. Air

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perllmusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik

lisan maupun tertulis sesuai deng"n bida.,g tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'
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Pasal l0
(l) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapanbahan penJrusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi
perencanaan dan evaluasi sumber daya air berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan evaluasi sumber daya air;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

dan evaluasi sumber daYa air;

c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dal evaluasi sumber daYa air; dan

d.pelaksalaantugaslainyangdiberikanolehatasansesuaidengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. -a...rar.r.kan kegLtan perencanaan dan evaluasi sumber daya air
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

c. menyelia pelal<sanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas daiam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berja-lan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang perencanaan sumber daya air;

g. menginventarisir permasalahan 
- 
yang berhubungan dengan

" p.r.i."..an dan e"aluasi sumber daya airserta menyiapkan bahan

petunjuk Pemecahan masalah;

h. mengoord.inasikan kegiata'n dengan unit kerja terkait perencanaan

dan eva-luasi sumber daYa air;

i. menghimpun bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana

kegiatan Bidang Sumber DaYa Air;

j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang

Sumber Daya Air serta menJ rsun rencana tindak lanjut hasil

evaluasi;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi

tingkat kabupaten dan provinsi bidang sumber daya air;

l. menyrrsun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan

Evaluasi SumUei Daya Air dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1) Seksi Pelaksalaan Sumber Daya Air sebagafunana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan peny,usunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan prograrn dan kegiatan di seksi pelaksanaan sumber daya
air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusar kebijakan teknis di bidang
pelaksanaan sumber daYa air;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan
sumber daYa air;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber
daya air; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. m-embantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang
pelaksanaan sumber daYa air;

b. merencanakan kegiatan pelaksanaan sumber daya air sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

c.membagitugaskepadabawahanagarterciptadistribusitugasyang
merata;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjilan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

seksi;

g. menJrusun laporan hasil pelaksanaax tugas seksi Pelaksanaan
- Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

h. menyiapkan bahan perumusan pen5rusunan kebijakan teknis di

bidang pelaksanaan sumber daya air;

i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

pelaksanaan sumbe. daya air serta menyiapkal bahan petunjuk
pemecahan masalah;

j. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan

sumber daYa air;

k. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi

pelaksanaan sumber daYa air;

1. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;

13



m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang
sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasal
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyrrsunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di seksi operasi dan pemeliharaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi darr
pemeliharaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang operasi dan
pemeiiharaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan
pemeliharaa.n; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi operasi dan Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. mimbantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang
sumber daya air;

b. merencanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

be{a-lansesuairencana,tepatwaktu,berkualitasdalamlingkup
seksi;

g. menyiapkan bahan perurnusan penlrusunan kebijakan teknis di

bidang oPerasi dan Pemeliharaan;

h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan operasi

dan 
*pemeliharaan 

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

i. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait operasi dan

pemeliharaan;

j. melakukal pembinaan dan pengawaszrn dalam lingkup seksi

pelaksanaan sumber daYa air;

k. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang

sementara be{alan dan melaporkan kepada atasan;
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m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan
Pemeliharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan keblakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Bina Marga

Pasal 13

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) hurrf
d, dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan perllmusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang bina marga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ditridang perencanaan
dan evaluasi bina marga;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberial dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan
jalan dan jembatan;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang preservasi
jalan jembatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c.memberipetunjukkepadabawahanterkaitperumusalkebijakan'
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencara, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan dalam lingkuP Bidang;

g. melaksanakan perumusan pen)'usunan kebijakan di bidang
perencanaan tek;is dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan
jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.di bidang

perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan
jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
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(1)

(2\

(3)

i. melaksanakan pembinaan dibidang perencanaan teknis dan
evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang
preservasi jalan jembatan;

j. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik
jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda
transportasi bersama instansi terkait;

k. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit
keselamatan j alan dan jernbatan serta leger jalan;

1. menl'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perllmusan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayar (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan meiaksanakan
penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan proBram dan kegiatan di seksi
perencanaan dan evaluasi bina marga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. plnyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan evaluasi bina marga;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan evaluasi bina marga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
evaluasi bina marga; dan

d. pelaksanaan tugas lain yalg diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi bina marga
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

,eniun^, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

be{a1an sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

g. menyiapkan bahan perumusan pen5rusunan kebijakan teknis di
bidang perencanaan teknis dan evaluasi;
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(1)

(21

(3)

h. melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan pemrograrnan dan perencanaaa teknik pembangunan
dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan j alan umum;

i. melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jaian
dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke bina
marga-an;

j. melakukan pengujian mutu konstruksi;

k. melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;

1. melakukan evaluasi dan penetapan leger jalan;

m. melakukan pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk
kegiatan pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan;

n. melakukan penJrusunan program, perencanaan pembangunan dan
mengelola pemutahiran data jalan dan jembatan;

o. melakukan pembinaan perencana-a-n jalan dan jembatan

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan
' 

Evaluasi Bini Marga dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasar sebagai bahal perumusan kebij akan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oieh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidalg tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 15

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam
p"""f Z ayat [) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepaia Seksi'

;;6;t fugas pokok temimpin dan melaksanakan penyiapan

il"rr"'" p,i"v"suna, L"bijakan teknis, membina' mengoordinasikan dan

melaksanakan program tan kegiatan di seksi pembangunan jalan dan

fi ;;J;;a"ir.f"t, ketentuan peraturan perundang-undangan'

Kepala Seksi Pembangunan Jalal dan Jembatan dalam melaksanakan

i"i""-p.t .f. sebagairiana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

^. 

- 

i."y."p"" bahan peruml-rsan kebijakan teknis di bidang

pembangunan jalan dan jembatan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang

pembangunan jalan dan jembatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan

dan jernbat-an; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan

l"J* p.t.x 
"ebagaiman" 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

;:";;;;;akan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas -pokok ,"tg1ll1?"i 
agar berjalan sesuai

" 
.;;;;;", iepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan trrgas pokok- organisasi agar.berjalan

sesuai rencanr, a.pri waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
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e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pembangunan jalan dan jembatan;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
pembangunan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. melakukan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan;

i. melakukan penlusunan dan pengembangan standar dokumen
pengadaan;

j. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan
j embatan;

k. meiakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;

l. menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pembangunan
jalan dan jembatan;

m. melakukan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan
JalandanJembatandarrmemberikarrsaranpertimbangankepada
atasan sebagai bahan pemmusan kebijakan; dan

o- mela-kukan tugas kedinasal lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran peiaksanaan tugas '

Pasal 16

(llseksiPreservasiJalanJembatansebagaimanadimaksuddalamPasal2tr' 
;;;' ii;;;;'*"";[ s dipimpL oleh seorang Kepala seksi'

mempunyai tugas 
- 

fokok 
' mimimpin dan melaksanakan

penyiapanbahan 
'ittwi'"-*"" 

. i<eu-11kan teknis' membina'

mengoordinasikan dL "melaksanakan program dan kegiatan di seksi

preservasi j al"t' .; ttili^" berda"atktn ketentuan peraturan perundan g-

undangan.

t2\Kepalaq"ry3T-":Tffi'J$fr#fffi',1l"il"ff l?::il*Tl"-:-:
:: T5il};:f Tff;"T:ff;i:#;;'x;;; t' x'' I " d i 

-u 
i a u'' g pre se rv asr

jalan jembatan; _,: L:r^,d nrcse.

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang preservasr

jalan jembatan 
ialan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang preservasl '

jembatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

iugas dan fungsinYa'

(3) Kepara s." k"t_, l1.::T*"i:fl r'^"#'ff Xl, iihLil:1,*:Ti:ffi i:-#' ookok sebagarmar

i:t:f.:::man kegiatan preservasi jalan jembatan sebagai pedoman

Pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;
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c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar bedalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok orgalisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksalaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tePat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penJrusunan kebijakan teknis di
bidang preservasi jalan jembatan;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
preservasi jalan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. melakukan preservasi jalan dan jembatan;

i. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan
jembatan;

j. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan
jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi
pemanfaatarl peralatan dan bahan jalan;

k. melakukan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan
preservasi;

i. menyiapkan bahan peny'usunan penentuan lokasi pemeliharaan
jalan dan jembatan;

m. melakukan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan

.Iembatan dan memberik"., ",..., 
pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun 
-Ltt"fl" 

"t""i 
bidang tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Bagian Kelima

Bidang Jasa Konstruksi

o

Pasal 17

(1) Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l)

huruf edipimpi" "l'; "J;;;;;;;' 
bida;;' mempunvai tugas pokok

memimpin dan 
- 
melaksaiakan ptr.'--'"tt' kebijakan teknrs'

memberikan d'k'";;;-;1a" penyeiengg^'""' ,."^t' pemerintahan

daerah, membina' "$;;;;iJJ511 
at1 ;elaksanakan program dan

kegiatan di bid^t'g :;si*iott*tttlrtti berdasarkan ketentuan peranrran

Perundang-undangan'
(21 Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pokok

sebasaimana o'*'*J'i p"Ja ayat (11 meny-elenggarakan fungsi : 
'

". 
p.-**'"* k"b;;;; teknis' pemberian dukungan' pembrnaan'

monitoringd^,,'';;[t""i"ftrJt"tt""t'tugasdibidangperencanaan
jasa konstruksi;

b. oerumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

monitoring a"t?'"fi*r ;;;'list;"t" t'-'g"" aiuia""g pembinaan dan

PemberdaYaan;
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c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemantauan
dan evaiuasi; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidalg Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkuP bidang;

g. melaksanakanpengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga
ahli konstruksi;

h. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah
Kabupaten;

i. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan
perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan
ieknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

j. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas badal
usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

k.melaksanakandanmemberikandukunganfasilitasipelayanan
perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan
i".rgr., penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah
kabuPaten;

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang
jasa konstruksi;

m. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan
tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Daerah;

n. melaksanakan pembinaan l,embaga Pengembangal Jasa Konstruksi
tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Daerah;

o. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dannilai tambah jasa dan produk konitruksi dalari negei-di wilayahDaerah;

' ffiSHT*l].'""s"u"nsan pasar dan kerjasama konstruksi di
t 

A'Jf.H#XI;.1^!:",1 pelaksanaar tr rsas. Bidang Jasa Konstruksi
o...,-, ".'. r.-il| i::i ff "'- 

ba n gan kelada .,u"l"- ;# "JIn""
r. mela,ksanakaa tu

m"rff fiii:llun:L*Jffi-1f;;?Tff.;h."L,,x,f
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(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan peny'usunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan jasa

konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas

poicok sebagaimana dimaksud pada ayat (11 menyelenggarakan fungsi :

". 
p..ryl"p".-.t bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan jasa konstruksi;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

jasa konstruksi;

c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

jasa konstruksi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi dalam melaksarakan tugas

p.["[ 
".U.g"imana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut ' lu", konstruksisebagaia. merencanalan kegiatan perencanaan J

pedoman Pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok -organisasi 
agar berjalan sesuai.- 

.;;;;"", tepat waktu, berlualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar.berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam iingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan -tugas 
pokok orgalisasi agar

berjalan "e=uai 
ret'ca't'a, tepat *akttl' berkualitas dalam lingkup

seksi;

f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang perencanaan jasa konstruksi;

g. menginventarisir permasalahan yang 
. 
berhubr-rngan dengan

" ;;il;;;;;-.1"", i.o'"ttuksi serta menviapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan

jasa konstruksi;

i. menghimpun bahan secara menyeluruh untuk menlnrsun rencana

kegiitan bidang jasa konstruksi;

j. menlapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang

Jasa Konstruksl serta men1rusun rencana tindak lanj ut hasil

evaluasi;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi
^ I"gi"ii"u"paten dan provinsi bidangjasa konstruksi;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Jasa

Konstruksi a* *"*t..lkan saran pertimbangan kepada atasan

".U.g.i 
bahan perumusan kebijakan; dan
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m. meiakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

(1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal2ayat(1)hurufeangka2dipimpinolehseorangKepalaSeksi,
-.-prrryli tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan peny'usunan i<ebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembinaan dan

pemberdayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(21 Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas

polok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

,. p..ryi"pi, bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan

dan pemberdayaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan

dan Pemberdayaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan

pemberdaYaan; dan

d. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

(3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan dalam melaksanakar tugas

poiok seUagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sebagai

Pedoman Pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok -organisasi 
agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d.memeriksahasilpelaksanaa'ntugas.pokokorganisasiagar.berjalan
sesuai rencan", i.'p", waktu, berkualiias datam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan .tugas pokok orga-nisasi agar

berjaian "."."i- t"tt""'a, tepat waktu ' berkualitas dalam lingkup

seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di

bidang pembinaan dan pemberdayaan;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;

h. melakukan kegiatan pembinaan 
.. 
t'"1'5, terpenuhinya tertib

" 
;;;;;ilcc..^^.ii''"' konstruksi di wilavah Kabupaten;

i. melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian

bimbingan t.t tl"7 ptUl-i'"t' terhadap kegiatan teknis konstruksi;

j. melakukankoordinasi kepada rim pembina jasa konstruksi daerah

dalam rangka p.*tit''u't''pelaksanaan dan pemberdayaan ;asa

konstruksi daerah;

k. melakukan analisis dan identilikasi dalam rangka memberikan

dukungan fasilitasi p;;;t";; ptT?"utt'-9lam bentuk penerbitan

pertimbangar teknis terkait penerbitan izin usaha jasa konstruksi

cakuPan daerah;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang
- 

;;;;i"""n,pelaksanaan dan pemberdavaan;
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m. melakukan pengaturan jasa konstruksi melalui sosialisasi dan
pelaksanaan regulasi perijinan jasa konstruksi daerah;

n. menfapkan penJrusunan bahan pelaporan dan pemberdayaan jasa
konstruksi daerah ke nasional;

o. meiakukal kegiatar tertib mutu jasa konstrutsi daerah;

p. melakukan forum jasa konstruksi daerah;

q. men).usun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan
Pemberdayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r. meiakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasai 20

(U Seksi Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemantauan dan
evaiuasiberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pemantauan dan evaluasi;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemantauan
dan evaluasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemantauan dan
evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas
potok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

.. -i.".,..t "kan 
kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkua-litas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang pemantauan dan evaluasi;

g. melakukan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten
sesuai kewenangannya;

h- melakukan pemanta.ran dan evaluasi sesuai kewenangannya untukterpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan dan tertrbpemanfaatan jasa konstruksi;
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i. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi
dalam lingkup kewenangannya;

j. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kecelakaan
konstruksi di Kabupaten;

k. melakukal pemantauar dan evaluasi kinerja penyelenggaraan
keselamatan konstruksi di daerah sesuai kewenangannya;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi tertib perjanj ian usaha jasa
konstruksi dan kinerja badan usaha jasa konstruksi di kabupaten
sesuai kewenagannya;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi proses diklat jasa konstruksi
yang berbasis kompetensi;

n. melakukan pemantauar dan evaluasi hasil sertifikasi badan usaha
dan proses sertihkasi sumber daya manusia jasa konstruksi serta
penunjukan penanggung jawab teknik di daerah sesuai
kewenangannya;

o. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan dan
Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelalcaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang

Pasal 2 1

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan
pelaksanaan tugas;

tahunan sebagai Pedoman

(1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di bidang tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Kepaia Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

.. pJ.-,-r".n kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan'

monitoring dan evaluasi pelalsanaan tugas dibidang perencanaan

tata ruang;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan'

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemanfaatan

dan Pengendalian;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan' pembinaan'

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengawasan

dan evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok

s"bagai-^n^ dimaksud pada iyat (1) mempunyai rincian tugas sebagai



(U

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalar sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar be{alan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang;

g. meiaksanakan perumusan pen1rusunan kebijakan bidang
perencanaan, pemanfaatal dan pengendalian serta pengawasan dan
evaluasi;

h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta
pengawasan dan evaluasi;

i. melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian serta pengawasar dan evaluasi;

j. mela1<salakan koordinasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil penataan ruang di tingkat Daerah;

k. menetapkan kriteria penentuan dal perubahan fungsi ruang
kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan
pengendalian tata rllang;

I. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;

m. melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang;

n. menln-lsun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

o. melaksarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf f angka I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan peny'usunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perencanaan Tata Ruang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(21 Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan Perumusan

perencanaan tata ruang;
kebijakan teknis di bidang

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

tata ruang;

c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

tata ruang; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.
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(3) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perencanaan tata ruang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

organisasi agar
dalam lingkup

f. mempersiapkan dan mengolah bahan perr'rmusan kebijakal teknis di
bidang perencanaan tata ruang;

g- menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
perencanaan tata ruang;

h. menyusun bahan sebagai pedoman dalam penyelesaian dan
pemecahan masalah;

i. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait kegiatan perencanaan

tata ruang;

j. menghimpun bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana
kegiatan Perencanaan tata ruang;

k. menyiapkan dan men5rusun bahan pengendalian kegiatal
perencanaan tata ruang serta men)'usun rencana tindak lanjut hasil
evaluasi;

1. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi
tingkat kabupaten, provinsi serta pusat di bidang perencanaan tata
ruang;

m. menJrusun rencana
evaiuasi bidang;

e mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
seksi;

n. men1rusun iaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan. Tata
Ruai-rg dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasal
baik iisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancarart pelaksanaan tugas;

Pasal 23

(1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf f angia 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi'

mempunyai tugas pokok memimpin dan meiaksanakan

penyiapanbahan pen)'r-lsunan kebijakan teknis' membina'
^mergot.ain^sikan dan helaksanakan program dan kegiatan di seksi

pemlnfaatan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2\KepalaSeksiPemanfaatandanPengendaliandalammelaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan Perumusan
pemanfaatan dan Pengendalian;

tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan

kebiiakan teknis di bidang
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(3)

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan
dan pengendalian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemanfaatan dan
pengendalian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberika-n oleh atasan sesuai dengp.n
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemanfaatan darr Pengendalian dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pemanfaatan dan pengendaiian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkuaiitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. melakukan pen)'usunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan
pedoman norrna, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan
ruang pada tingkat kabuPaten;

g. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat kabupaten;

h. melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta
penyebarluaian informasi penataan ruang kepada kabupaten/ kota
dan masyarakat;

i. menyusun rencana kerjasama penataan ruang antar Kabupaten;

j. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan
arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, perangkat insentif dan

disinsenlf, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan pemberian

sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat Daerah;

k.melakukanperumusankebijakanstrategisoperasionalrencanatata
ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

l. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan

ruang, pembLy"* p.og.*, dan pelaksanaan program pemanfaatan

ruan[ wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

m. melakukan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di

tingkat Daerah;

n. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatal dan

Penjendaliarr dan membirikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk

mendukung kelancaran pelaksanaart tugas'

Pasa-l 24

Seksi Pengawasan dan Evaluasi sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2

,V"i irf 
"huruf f angka 3 dipimpin . oleh seorang Kepala Seksi'

mempunyai tugas poiok memimpin dan melaksanakan penyiapan

(1)
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bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengawasan dan evaluasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Pengawasan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
dan evaluasi;

b. pemberian dukungan atas pelalsanaan tugas di bidang pengawasan
dan evaluasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan
evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oieh atasan sesuai dengan
tugas dal fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyeiia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agat

berjaian sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan peny-usunan kebijakan teknis di
bidang pengawasan dan evaiuasi;

g. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat Daerah;

h. melakukan penJrusunan, penetapan, dan peninjauan kembali

rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang

kawasan strategis kabuPaten;

i. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadappenyidikan dan

penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat
Daerah;

j. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten;

k. melakukan pengawasan dan pengendalian Tata Ruang wilayah

kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

l. melakukan kegiatan bimtek pengawasan dan pengendalian tata

ruang;

m. melaktrkan identifikasi penyimpalgan pemanfaatan ruang;

n. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar

peiayanan minimum bidang penataan ruang tingkat kabupaten;

o. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan

Evaluasidanmemberikansaranpertimbangankepadaatasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
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p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh

Bidang Cipta Karya

Pasal 25

(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
gdipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok
memimpin dan meiaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungal, pembinaan,
monitoring dan evaluasi peiaksanaan tugas dibidang perencanaan
dan evaluasi cipta karya;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan
SPAM dan PLP;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan
SPAM dan PLP; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c.memberipetunjukkepadabawahanterkaitperLlmusankebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

f. mengoordinasikal dan mengevaluasi pelaksanaan program dal
kegiatan dalam lingkuP bidang;

g. melaksananakan perumusan penJrusunan kebijakan bidang
perencanaart dan pengendalian serta bidang pengembangan SPAM

dan PLP;

h. melaksanakan pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

untuk KabuPaten;

melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan

Regional tingkat Daerah;

melaksanatan pengelolaan dan pengembalgar sistem air limbah
Domestik Regional untuk dalam Daerah;

L

J
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(1)

(2\

(3)

k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yartg
terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten/
dalam Daerah;

1. melaksanakanpengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik regional untuk Daerah;

m. melaksanakan perencanaan sistem drainase pada jaian strategis
kabupaten;

n. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada

wilayah strategis kabuPaten;

o. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya dan

memberikan "arat pe.timbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebij akan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik

lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas '

Pasal 26

Seksi Perencanaal dan Evaluasi Cipta Karya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g angka I dipimpin oleh seorang Kepala

S.f."l, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan

penyiapanbahan 
- 

p.t J-",* kebijakan teknis' membina'

t"rigoi.ait a"it"" dan" melaksanakan program dan kegiatan di

".k"i"p"...r...raan 
dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepaia Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya daiam

meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fun gsi

;.-;"ti";"" bahan- perumusan kebijakan teknis di bidang

p..i.r"i.r"a, dan evaluasi cipta karya;

b. pemberian dukungan atas pelaksartaan tugas di bidang perencanaan

dan evaluasi ciPta karya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan

evaluasi ciPta karya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya dal11

melaksanakan tugas ,.U"U sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanaf..., x.gi"L" p"ttt""n"tt dan evaluasi cipta karya

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyeiia pelaksanaan tugas pokok .organisasi 
agar berjalan sesuai

" 
;;;;;"", tlpat waktu, bert<uatitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar .berjalan
sesuai rencan., ,.p". *"r.t,, uerti:allias dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas ookok organisasi agar

berjalan ".",r"1 
tt"""'l' 

^itp'i *'ittu] ber'kualitas dalam lingkup

seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan. penyus\rnan kebijakan teknis di

bidang p€rencanaan dan pengendalian;
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g. melakukan penJrusunan program dan pembiayaan tahunan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

h. melakukan sinkronisasi program keciptakaryaan;

i. melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan
kapasitas perencanaan dan penyrrsulan program;

j. melakukan penyusunzrn RPI2JM bidang cipta karya;
k. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap

pelaksanaan pembangunan {isik tahun berjalan;

l. meny'usun pedoman dan bahan dalam rangka pen)'usunan program
dan rencana kegiatan di bidang cipta karya;

m. men5rusun data dan informasi di bidang keciptakar5raan;

n. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program
dan kegiatan di lingkup seksi;

o. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi perencanaan dan
Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung keiancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 27
(1) Seksi Pengembanga:n Sistem Penyediaan Air Minum dan penyehatan

Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
huruf g angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan pen,,usunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di seksi pengembangan SpAM dan
PlPberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2\ Kepala Seksi Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perllmusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan SPAM dan PLP;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan
pengembangan SPAM dan PLP.,

tugas di bidang

c. pembinaan dan pelaksalaan tugas di bidang pengembangan SPAM
dan PLP; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLp sebagai
pedornan pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar beialan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
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e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
bedalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penJrusunan kebijakan teknis di
bidang pengembangan SPAM dan PLP;

g. melakukan pengelolaan dan pengembangan SPAM (Lintas Daerah
Kabupaten Kota untuk Kabupaten);

h. melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
(Regional Untuk Kabupaten);

i. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik (Regional Dalam Kabupaten) ;

j. meiakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupatei
Dalam Kabupaten);

k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaal pembalgunan sarana
dan prasarala air bersih;

l. melukakan pemantauan dan
kegiatan di lingkup seksi;

evaluasi terhadap program dan

m. melakukan pengaturan., pengadaan, pemeliharaan, perawatan danperbaikan penyehatan lingkugan dan sarana air bersih;
n' merakukan pemanfaatan teknologi dan rancang ba,gun yang ramahlingkungal untuk pembangunan sarana dar, 

"p.r"ia.ra 
air bersihdan penyehatan lingkunganl

o. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi pengembanganSistem penyediaan Air Minum aan 
*e..ryet 

atan Lingkunganpermukiman dan memberikan. sarar pertimbangan kepada atasansebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p' meiakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasarbaik lisan maupun tertulis """rJ Uia"rg 

*-ffi"r_ry" 
untukmendukung kelancaran pelaksaaaan tugas.

(1) seksi pemeliharaar, sistel :ffi-1it""* Air Minum dan penvehatanLingkungan permukiman ;U*;i;"". ai_*"rJ aur".riiu""r 2 ayat (1)huruf g angka 3 dipimpi";l;h";;.ang Kepala Seksi. merr
ff f i,l'#'TXT,::Hf"'l1;ii;:.;;il";;"#;T'H1fr .l[-i;
program arn t"girt.; ii"i.,'?11*-tordinasikan a"" -ir"r."..r"t".,Minlm oan penyehatan 

t irr#9t-b"ngan Sistem Penyediaan Air
ketentuan p..ut";;;;;;;,::YY"c"'' Permukiman u..a""".r"',

(2) I.'fff"*E'J:ffffi;#;;i."ffi-.;; Minum dar
sebigaimana dimaksud pada avat ,?l 

o'*. melaksanal<an tugas pokok

' i:y#ff 1. "'sm **dl :#' T:fi :?,T"'i:i l, :" "1iit'';
e. Pemberian dukungaa ataspemeliharaan spAM dan plp; pelaksanaan tugas di bidang
f. pembinaan dan pelaksanaan tudan PLP; dan gas di bidang pemeliharaan SpAM
e. pelaksanr

trg"" a.ffl.,!:ffi;"t vang diberikan oleh atasan sesuai dengan
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(3) Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai
pedoman pelaksanaan tr'rgas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
bidang Pemeliharaan SPAM dan PLP;

g. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem air limbah
domestik Regional dalam Daerah;

h.melakukanpemelitraraandanperbaikandrainaseyangterhubung
langsung dengan sungai lintas kabupaten dalam Daerah;

i. menyusun informasi dan data kondisi sarana dan prasarana air
bersih/air minum, drainase dan PLP;

j. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan

SPAM dan PLP;

k. melakukal pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana

penyehatan lingkungan dan sarana air bersih;

1. melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah

lingkungan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih

dan PenYehatan iingkungan;

m. melukakal pemantauan dan evaluasi terhadap program dan

kegiatan di lingkuP seksi;

n. menyusun laporan hasil peiaksanaan tugas Seksi 
- 
Pemeliharaan

Spntvf dan PLP dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan -.rpr., tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

{1} Da,lam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas. wajib dan taat
\-' 

[..pJ"-"" pada ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2\ Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
\-' p.irrrsL"t Daerah di,7 ^tt'''.-it'"tansi 

pemerintah/ swasta terkait' dalam

.""SLi meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas.
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Pasal 3O

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat Fungsional dan pegawai dalam lingkungan Dinas w.ajib
melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,
integrasi, sinkronisasi, simplihkasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efesiensi.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan meniiai kinerja bawahan masing-
masing.

(21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Pasal 32

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat Fungsional dalam ringkungan Dinas wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sertamengambil langkah yang. 

_ 
diperlukan apabila menemukan adanya

penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Kepala Dinas, Sekretaris,. Kepala Bidang, Kepaia Subbagian, KepalaSeksi, Pej abat Fun gsion al 

.d 
alam lingkun gan Dinas *a;; t _e?yarnp"if.""

laporan dan kendara pelaksanaan tugas kepada atasln -""i"!-[."1r-r*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima 

".u"g"iu"t ^.,pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing_mising.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2010 tentang TugasPokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada oinas rJker.laan
lJmum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Klbupaten i"*, ii_r.Tahun 201O Nomor 30);

2 ' Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 1 Tahun 20 1 0 tentang Tugas
Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas t"t, nr?rrg'a".,Permukimar Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten iuwuTimur Tahun 2O10 Nomor 3l),
dicabut dan dinyatalan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

. THORIG LER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 33

TELAH

'rtiDA

\S1'.JTEN

.\tiAG. rqrt 9

:$tJBAG. : kaE

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

-E.
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